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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia
(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk
dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari
bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan

transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987,
sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide
Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| = Tidak dilambangkan o= =dl

«Q =p L =th

&=t L =dn

S o=t ¢ = ‘(koma menghadap ke atas)
g =i ¢ =gh

g =h ==

& =kh S =g




3 =g d =k
3 =dz Jd =1
J =T & =m
J =z O =n
o =S 5 =w
U =Sy s =h
U2 =sh &=y

Hamzah (¢) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

di atas (), berbalik dengan koma () untuk pengganti lambang “g”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

misalnya Ja menjadi gala

Vokal (a) panjang = a
Vokal (i) panjang = 1 misalnya Jab menjadi gila
Vokal (u) panjang = 0 misalnya (U9 menjadi diina

;o
1

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ¢ misalnyad)§ menjadi  gawla

Xi



Diftong (ay) =~ misalnya 3> menjadi  khayrun

D. Ta’ marbiithah (3)
Ta’ marbithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,

tetapi apabila ta’ marbathah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya A aall Al J‘menjadi
al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya <

) das ymenjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jaléalah

Kata sandang berupa “al” (J)) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jaldlah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh

berikut ini:

Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masya’ Allah kdna wa ma lam yasya’ lam yakun.

A w0 e

Billah ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak

perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais,
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk

menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan
Xii



salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,

namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata
“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang
disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari
bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan,
untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmén Wahid,”“Amin Rais,” dan

bukan ditulis dengan “shalat.”
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ABSTRAK

Futichatul Zanah, 14220028, 2018, Tinjauan Hukum Penghapusan
Pemberlakuan Member Card Sebelum Jatuh Tempo Menurut Hukum
Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik lbrahim Malang.
Pembimbing: Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Kata Kunci: Jatuh Tempo, Member Card, UU No 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen,

Kartu diskon atau member card salah satu kegiatan transaksi jual beli yang
hukumnya juga terdapat pelarangannya karena kartu yang mana pemiliknya akan
mendapatkan diskon dari harga barang-barang diberikan oleh perusahaan-
perusahaan tertentu.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya transaksi jual beli online,
adanya perjanjian usaha antara pelaku usaha dengan konsumen yang melibatkan
kartu anggota dan tanggal jatuh tempo berlakunya serta banyaknya penawaran
potongan harga khususnya pembelian produk gamis.

Rumusan masalah yang harus diteliti, berkaitan dengan penghapusan
pemberlakuan member card sebelum jatuh tempo menurut UU perlindungan
konsumen dan Hukum Islam. Ternasuk penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan member card apabila
dilakukan dengan adanya biaya administrasi maka tidak diperbolehkan. Dan
penghapusan member card sebelum jatuh tempo menurut UU No 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen hal tersebut tidak diperbolehkan karena masuk
dalam larangan pelaku usaha dan melanggar hak konsumen. Dari pemaparan hasil
penelitian diatas terdapat beberapa impact atau dampak dalam penggunaan
member card, apabila penggunaan tersebut diteruskan dan kedua pihak tidak
adanya unsur keterbukaan maka hal itu menjadi gharar. Lebih lagi ini merupakan
kartu anggota yang berbentuk soft file bukan kartu member yang tercetak.
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ABSTRACK

Futichatul Zanah, 14220028, 2018, Review The Law For The Abolition Of
Membership Card Before Maturity According To UU No. 8 Of 1999
On Consumer Protection, Thesis, Department of Sharia Business Law,
Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of
Malang.
Supervisor: Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Keywords: Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection;Maturity;Member Card,

Consumer Protection a discount card is an activity of a sale and purchase
transaction whose law is also prohibited because the card where the owner will
get a discount from the price of goods provided by certain companies.

This research is motivated by the number of online trading transactions,
the existence of business agreements between business actors with consumers
involving membership card and the due date of the validity and the number of
offer discounts, especially the purchase of products gamis.

The formulation of the period to be investigated relates to the abolition of
membership card before maturity according to the Consumer Protection and
Islamic Law. Including normative juridical research using legislative and
conceptual approaches.

The results showed that the use of membership cards when done in the
presence of administrative costs is not allowed. and the deletion of membership
cards prior to maturity under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection is not
considered as being banned by business actors and violating consumer rights.
from the exposure of the research result above there are some impacts on the use
of member card, if the use is forwarded and both parties lack the element of
openness then it becomes gharar. Moreover this is a member card in the form of
soft file is not a member card printed.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi dan perdagangan bebas ini, dengan dukungan
ilmu teknologi, pengetahuan dan informasi yang serba online, yang
semakin luas, alur keluar masuknya barang dan jasa bahkan sampai
melintai antar negara. Hal ini mempermudah masyarakakat dalam
bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan akan produk barang dan jasa.

Salah satu bentuk nyata kemajuan teknologi adalah dengan adaya
internet. Internet memberikan berbagai fasilitas bagi penggunanya, salah
satunya adalah fasilitas sebagai tempat jual beli. Fasilitas ini dapat

digunakan sebagai ladang untuk berbisnis, bagi pebisnis online internet
1



merupakan tempat untuk mencari keuntungan berupa materi. Bisnis online
adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan bertranksaksi (jual beli)
dengan media internet untuk mencapai tujuannya.

Dalam berbisnis dan bermuamalah sebagai orang Islam, tentunya
kita harus menerapkan figh muammalah dalam Islam. Figh muammalah
itu sendiri bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang
bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru,
yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari hukum Islam.

Oleh karena itu Islam, terutama Al-Quran secara jelas dan tegas
telah menggariskan seperangkat sistem nilai dan moral untuk mengatur
dan memperlancar lalu lintas ekonomi dan bisnis manusia. Dalam
bermuamalah, Islam menganjurkan agar nilai hukum islam diterapkan dan
dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bermuamalah.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas serta beragam
dengan tingkatan yang bervariasi menyebabkan pelaku usaha melakukan
kegiatan pemasaran barang dengan cara yang se-efektif mungkin agar
dapat menarik konsumen yang sangat banyak. Oleh karena itu berbagai
upaya dilakukan untuk membuat konsumen tertarik dalam target penjualan
pelaku usaha. Kegiatan-kegiatan tersebut tanpa disadari membuat langkah
tersebut menjuruskan terhadap hal yang negatif, dimulai dengan iktikad
baik dalam bermuammalah, promo-poromo bersar-besaran, bahkan cara-

cara penjualan yang bersifat memaksakan.



Dalam jual beli banyak sekali penawaran yang sangat banyak
untuk membuat konsumen tertarik, salah satunya yaitu adanya Kartu
Angogota atau Member card. Kartu anggota (Member card) dalam
transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak
problematika jika dikaitkan dengan hukum bisnis Islam. Banyak ulama
yang mempermasalahkan penggunaan pemberlakuan member card ini,
baik yang mengatakan diperbolehkan, maupun yang mengatakan dilarang
prakteknya.’

Alasan utama ulama memperbolehkan, pertama yaitu pada asalnya
semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya,
kedua bahwa harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena
telah menjadi anggota Member Card. Upah seperti ini diperbolehkan
karena termasuk upah dari sebuah kerja. Ketiga yaitu bahwa gharar dalam
member card bukanlah gharar yang diharamkan syariah, karena
dikategorikan gharar yang sedikit. Sedangkan gharar yang diharamkan
adalah gharar dimana suatu transaksi antara kedua belah pihak, terdapat
kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak
lain.

Jika kartu diskon diperoleh dengan tambahan biaya dari pelaku
usaha seperti biaya administrasi atau iuran keanggotaan, dan di iming-
imingi dengan berbagai program diskon yang menggiurkan. Para ulama

kontemporer mengenai kartu diskon jenis ini yaitu jenis berbayar adalah

! Jurnal Ahmad Zain An Najah, Hukum Menggunakan Member Card, Cipayung Jakarta Timur 27
April 2011
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haram, karena 3 hal, pertama karena ada unsur gharar atau ketidakjelasan,
kedua karena unsur untung-untungan, konsumen menyerahkan sejumlah
uang untuk mendapatkan kartu diskon ini boleh jadi untung jika
mendapatkan diskon yang banyak dibandingkan uang yang pernah
diserahkan diawal. Namun ada pula, konsumen merugi jika nilai diskon
ternyata lebih kecil daripada uang yang diserahkan diawal. Dan inilah
hakikat judi yang dilarang dalam syariah Islam. Allah berfirman dalam QS

Al Maidah ayat 90, yang berbunyi :
2 5N 5 a5 Sl 5 2l G 1T Gl el 1
O Q;&;s.u;ﬁﬂé}i;&& QLLLA\ L):«f: U‘f‘:}“&:)

“Wahai orang yang beriman, khamar, judi, berhala dan penentuan
pilihan dengan menggunaan anak panah adalah suatu hal yang kotor,
merupakan perbuatan setan, maka jauhilah agar kalian beruntung”.

Ketiga yaitu kartu diskon adalah upaya untuk menipu banyak
orang, demi mengeruk harta orang lain. Alasannya dikatakan seperti itu,
mayoritas diskon yang dijanjikan adalah bohong. Banyak pusat
perbelanjaan sehingga seakan-akan pihak pelaku usaha memberikan
diskon. Padahal faktanya harga barang yang di diskon setelah
mendapatkan diskon tersebut sama dengan harga normal barang tersebut.

Dalam hal penulis memilih contoh kasus Online shop Ninna Hijab,
dengan alasan bahwa Ninna Hijab adalah salah satu dari sekian Online
shop khusus gamis perempuan yang sudah berdiri sejak 2 tahun, yang

dalam praktek bisnisnya menggunakan member card dalam bentuk soft
4



file. Pemberlakuan member card ini masih baru-baru dijalankan yakni
April tahun 2017. Kemudian untuk soft file yang dimaksud adalah,
member tidak memegang Kartu secara hard file artinya tidak dalam bentuk
yang nyata tetapi dalam bentuk gambar dengan format gambar. Untuk
pencatatannya hanya dicatat oleh sistem komputer pelaku usaha secara
manual oleh pihak marketing. Peneliti melihat ada suatu perbedaan dalam
praktek menggunakan member card dengan bisnis retailnya, yaitu
tentang jangka waktu penggunaan kartu member yaitu 6 bulan masa aktif.
Apabila akan diperpanjang penggunaan member card, maka pengguna
harus membeli minimal lima puluh gamis dalam waktu 6 bulan. Kalau
tidak memenuhi target, maka kartu akan otomatis dihapus dari daftar
pengguna. Untuk memiliki kartu anggota Ninna Hijab, produsen tersebut
mempunyai syarat khusus, yakni konsumen harus membayar uang jaminan
sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah (Rp.50.000.-) agar dapat memiliki
member card soft file Ninna Hijab. Kembali ke jangka waktu penggunaan
member card hanyalah enam bulan dan akan mendapat potongan senilai
Sepuluh Ribu Rupiah (Rp.10.000,-) tiap gamis. Tujuan utama dari member
card adalah untuk mendapatkan potongan harga khusus untuk label Ninna
Hijab. Akan tetapi ada ketentuan lain yang memberlakukan peraturan
dimana member harus membeli secara aktif. Maka jika tidak membeli
secara aktif, member akan dihapus. Jelas ini tidak adanya keseimbangan
antara pelaku usaha dengan member. Karena pada awalnya untuk

mendapatkan diskon harus membeli aktif selama 6 bulan.



Titik permasalahannya adalah keuntungan kegunaan kartu member jika
dituntut aktif. Dan jika konsumen atau member ingin mengklaim, akan
kesulitan karena tidak mempunyai tanda member (hard file), karena bukti
tanda member hanya berupa nama konsumen dicantumkan digambar
dengan format gambar. Kedua yaitu tentang berakhirnya masa berlaku
kartu namun pemegangnya sama sekali belum menggunakanannya atau ia
menggunakannya namun belum memenuhi target, hal itu merupakan
gharar dan spekulasi.

Melihat fenomena itulah peneliti memandang apakah program-
program yang diberlakukan dengan menggunakan member card soft file
sudah sesuai dengan hukum bisnis Islam atau tidak. Pentingnya hukum
bisnis Islam diterapkan dalam memecahkan masalah ini, dan itu
membutuhkan penggalian dan pencarian dari hukum islam yang berkenaan
dengan bisnis ini, dan peneliti yakin dalam hukum Islam masih banyak
yang diambil dan diterapkan dalam peraturan bisnis modern, sehingga
tidak ada keraguan lagi bagi umat Islam dalam menjalankan usaha
bisnisnya.

Tidak hanya dipandang dari hukum islam saja tetapi juga
bagaimana pandangan UU No 8 Tahun 1999 pasal 4 tentang Pemenuhan
Hak Konsumen, Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 9 tentang

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.’

? Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen
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Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas, perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut mengenai pemberlakuan member card Soft file
yvang akan dituangkan dalam judul Skripsi “TINJAUAN HUKUM
PENGHAPUSAN PEMBERLAKUKAN MEMBER CARD SEBELUM
JATUH TEMPO MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN”

. BATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan
diteliti, agar nantinya mengarah kepada pokok penelitian dan tidak terlalu
melebar ke pembahasan, diantaranya:

1. Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen

2. Pasal 7 UU No 8 tahun 1999 tentang kewajiban pelaku usaha

3. Pasal 9 UU No 8 Tahun 1999 Tentang perbuatan yang dilarang bagi
pelaku usaha

4. Hukum Perikatan Islam

5. Jual Beli Islam

. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis
dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penghapusan pemberlakukan member card sebelum jatuh

tempo menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen?



2. Bagaimana penghapusan pemberlakukan member card sebelum jatuh
tempo menurut hukum Islam?
D. TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan rumusan
masalah diatas adalah sebagai berikut;

1. Untuk menjelaskan penghapusan pemberlakukan member card
sebelum jatuh tempo menurut Undang-Undang Perlindungan
Konsumen.

2. Untuk menjelaskan penghapusan pemberlakukan member card
sebelum jatuh tempo menurut hukum Islam.

E. MANFAAT PENELITIAN
Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan
berguna untuk :
1. Manfaat Teoritis
a) Menambah Khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya
dalam bidang figih muamalah kontemporer;

b) Menambah Khazanah ilmu pengetahuan tentang Undang-Undang
Perlindungan Konsumen

c) Menjadi bahan rujukan bagi yang berkepentingan

2. Manfaat Praktis
a) Memberikan masukan terhadap konsumen bagi pengguna kartu

member.



b) Memberikan masukan dan motivasi bagi pengusaha muslim untuk

menggunakan hukum Islam dalam bisnisnya.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

1.

Member Card

Member card adalah salah satu kegiatan transaksi jual beli yang
hukumnya juga terdapat pelarangannya. Member card atau dalam
bahasa Arabnya Bitagatu at Takhfizh adalah kartu yang mana
pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau
beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan
tertentu.

Jatuh Tempo

Jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu
dengan yang telah ditetapkan, sudah lewat waktunya, kadaluwarsa.*
Ninna Hijab

Ninna hijab merupakan salah satu perusahaan produksi gamis-gamis
perempuan siap pakai yang berdiri sejak tahun 2015 yang berada di
Jalan Menco Raya 208, Pabean Kartasura, Solo. Penjualan yang
dilakukan tidak hanya diwilayah Solo, tetapi juga memperjualbelikan

di media online salah satunya di Instagram.

® Jurnal Ahmad Zain An Najah, Hukum Menggunakan Member Card, Cipayung Jakarta Timur 27

April 2011

* https://www.kamusbesar.com/jatuh-tempo  diakses pada tanggal 23 Januari 2018
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G. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis normatif,
karena penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis
atau bahan-bahan hukum yang lain yaitu Pasal 1365 KUHPdt karena
penelitian ini ada kaitannya dengan perjanjian yang dilakukan oleh
pelaku usaha dengan member dan UU Perindungan Konsumen, karena
penelitian ini sangat patut bila dikaji dengan UU tersebut, sebab
menyangkutpautkan tentang hak konsumen maupun kewajiban pelaku
usaha serta larangan bagi pelaku usaha.

Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data-data yang
bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.® Seperti jurnal, majalah,
koran, ensiklopedia dan kamus-kamus hukum.. Penelitian ini temasuk
penelitian yuridis normatif yang meneliti asas-asas hukum, yaitu
meneliti asas-asas hukum Islam berupa Figh Muamalah yang ada
kaitannya dengan Jual Beli Islam dan UU Perlindungan Konsumen.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan
penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian Normatif,
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Konseptual dan

Perundang-undangan.®

® Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Cet 4, Jakarta : Sinar Grafika, 2008). 13
® peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Surabaya : Kencana, 2005). 137
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a) Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam
mengungkapkan pandangan-pandangan dan doktrik-doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum, peneliti menggunakan buku-buku
yang berkaitan dengan Hukum Bisnis Islam, Figh Muamalah dan
Halal dan Haramnya Bisnis Kontemporer, sehingga dengan adanya
pandangan ilmu hukum tersebut, peneliti memiliki ide dan
gambaran umum yang lebih luas untuk pengembangan penelitian
yang sedang peneliti teliti.

b) Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan
dikarenakan pembahasan yang sedang peneliti analisis menyingung
tentang Pasal 1365 KUHPdt, Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999
tentang Hak Konsumen, Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Larangan bagi Pelaku Usaha.

3. Bahan Hukum
Dalam penelitian yuridis normatif, data yang dapat digunakan
adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang
sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai

bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni
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bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier.

a) Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi
bahan utama dalam penelitian, seperti undang-undang, dan
peraturan pemerintah, Al-Qur’an, hadist, dan kitab imam madzhab.
Dalam penelitian ini peneliti mengggunakan UU No 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, dan ayat-ayat Al-Quran tentang
Prinsip-prinsip jual beli.

b) Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai
pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang
menjelaskan tentang penafsiran undang-undang atau ayat al-
Qur’an. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku
yang menunjang penelitian seperti Pemikiran Hukum Perlindungan
Konsumen, Prinsip Bisnis Islam, Figh Muamalah dan Halal dan
Haramnya Bisnis Kontemporer.

c) Bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat
penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia. Penelitian ini
menggunakan Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris karena ada
beberapa yang menggunakan bahasa Asing.

4. Metode Pengumpulan
Tatacara pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi

pustaka. Studi pustaka digunakan karena seuai dengan jenis dan

” pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakutas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun
2015. 20
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pendekatan pada penelitian ini. Studi pustakan dilakukan meliputi
studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan
sekunder terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengumpulan
data dilakukan di perpustakaan Fakultas Syariah UIN maulana Malik
Ibrahim Malang, perpustakaan pusat UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang dan juga beberapa perpustakaan diluar kampus yakni
perpustakan Muhammadiyah daerah Kecamatan Kesamben Kabupaten
Blitar dan Kota Malang. Selain itu peneliti juga melakukan studi
pustaka dibeberapa toko buku seperti buku Islam Qudsi dan Wilis,
dimana terdapat data yang diperlukan dalam penelitian. Dan dengan
adanya fasilitas internet, peneliti juga melakukan studi pustaka melalui
internet yaitu dengan menemukan jurnal-jurnal hukum terkait masalah
dan juga mengunjungi situs web, seperti wikipedia, hukum online dan
yang lainnya.
Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam melakukan proses pengolahan data yang telah didapat,
peneliti melakukan beberapa tahapan:

a) Editing yaitu dengan meneliti atau menyeleksi kembali
terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi dari bahan-bahan
hukum yang telah dikumpulkan. Bahan hukum yang telah
terkumpul akan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan
bahan hukum dengan tujuan untuk mengetahui kesalahan

apabila terdapat ketidaksesuaian.

13



b) Coding yaitu degan memberikan tanda atau catatan pada bahan
hukum yang menyatakan termasuk dalam sumber bahan
hukum, emegang hak cipta dan urutan rumusan masalah. Tahan
ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan analisis
data brdasarkan kategori yang diinginkan.

c) Reconstructing yaitu melakukan pengecekan kembali terhadap
bahan hukum yang ada secara teratur, berurutan dan logis.
Sehingga akan mudah untuk dipahami dan
diinterpresentasikan.

d) Systematizing yaitu melakukan penempatan bahan hukum
secara berurutan menurut jerangka sistematika bahasan yang

didasarkan pada urutan masalah.®

H. PENELITIAN TERDAHULU

1. Skripsi Apriyanti, Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 yang berjudul
“Perlindungan Hukum Tehadap Konsumen Dalam Transaksi E-
Commerce di tinjau dari Hukum Perikatan”. Penelitian ini
menganalisis perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen
dalam melakukan sebuah transaksi di media elektronik. Penelitian ini
juga menganalisis perlindungan hukum yang timbul dalam transaksi
elektronik serta mengenai keabsahan kontrak elektronik. Penelitian ini

fokus terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen dalam

8 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

126
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transaksi elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU
No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.®

2. Skripsi Riza Laely Ikayanti, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014 yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam
transaksi Elektronik”. Penelitian ini menjelaskan tentang hak-hak
konsumen dalam hukum positif di Indonesia maupun Internasional dan
hukum Islam secara garis besar mempunyai kesamaan hak-hak dasar
yang harus dilindungi. Kedua, konsep perlindungan hak-hak konsumen
transaksi elektronik UU ITE dan juga konsep perlindungan hak-hak
konsumen dalam prinsip bermuamalah.°

3. Skripsi Disa Nusia Nisrina, Jurusan Peradilan Agama Fakultas
Syariahdan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2015 vyang
berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan
Relevansinya terhadap UU Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini
menjelaskan tentang kelemahan konsumen terkait informasi yang

menyesatkan kepada konsumen dan Kesepakatan-kesepakatan dalam

® Skripsi Apriyanti, Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah
Jakarta, “Perlindungan Hukum Tehadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce di tinjau dari
Hukum Perikatan”. 2014

19 Skripsi Riza Laely Ikayanti, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam
transaksi Elektronik. 2014

15



transaksi online serta Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen terkait jual beli online. **

1 Skripsi Disa Nusia Nisrina, Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariahdan Hukum UIN
Alauddin Makassar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya
terhadap UU Perlindungan Konsumen”. 2015
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Tabel 1. Pemberlakuan member card Sebelum Jatuh Tempo Menurut UU Perlindungan

Konsumen dan hukum Islam

No Nama Judul Jer!lg Persamaan | Perbedaan

penelitian

1. | Apriyanti/ UIN | “Perlindungan | Yuridis Sama-sama | 1.0bjek
Syarif Hukum Normatif | mengkaji yang
Hidayatullah Tehadap UU No 8 | diteliti
Jakarta/ 2014 Konsumen Tahun 1999 | 2. Sudut

Dalam tentang Pandang
Transaksi E- Perlindungan | pengkajian
Commerce di Konsumen

tinjau dari
Hukum
Perikatan”.

2. | Riza Laely “Tinjauan Yuridis Sama-sama | 1.0bjek
Ikayanti/  UIN | Hukum Islam | Normatif | mengkaji yang
Sunan Kalijaga Terhadap UU No 8 | diteliti
Yogyakarta/2014 | Perlindungan Tahun 1999 | 2. Sudut

Konsumen tentang Pandang
dalam Perlindungan | pengkajian
transaksi Konsumen

Elektronik”.

3. | Disa Nusia Tinjauan Yuridis Sama-sama | 1.0bjek
Nisrina/ UIN | Hukum Islam | Normatif | mengkaji yang
Alauddin terhadap Jual UU No 8 | diteliti
Makassar/ 2015 Beli Online Tahun 1999 | 2. Sudut

dan tentang Pandang
Relevansinya Perlindungan | pengkajian
terhadap UU Konsumen
Perlindungan
Konsumen”.
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A. SISTEMATIKA PENELITIAN

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini akan dijelaskan terkait: latar belakang penelitian, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual,
batasan masalah dan tenelitian terdahulu mengenai “Tinjauan Hukum
Penghapusan Pemberlakuan member card Sebelum Jatuh Tempo
menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan

Hukum islam”

Bab Il : Kajian Pustaka

Bab ini terdiri dari konsep yang menjadi acuan analisis dalam
penelitian. Didalam bab ini menggambarkan secara umum
pemberlakuan member card soft file, dan mengenai pengertian
pemberlakukan kartu anggota dalam hukum Islam, Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, serta apa saja pendapat para ulama tentang
kartu anggota. Sehingga nantinya dapat digunakan sebagai acuan
untuk membahas dan menjelaskan berbagai bahan hukum yang akan

dikumpulkan.

Bab I11: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini

peneliti menguraikan bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil
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penelitian literatur yang kemudian dianalisis untuk menjawab

rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan serta saran saran yang akan diberikan oleh
peneliti terhadap penelitian ini. Selain itu untuk pengembangan
penelitian-penelitian kedepannya, dari hasil serta analisis yang telah

dilakukan.
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM PERIKATAN ISLAM
1. Pengertian Jual Beli
Jual beli atau perdagangan dalam istilah Figh disebut al-ba’i yang
menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Al-
Zuhaily mengartikan secara bahsa dengan menukarsesuatu dengan
sesuatu yang lain. Kata Al-Ba’i dalam bahasa arab terkadang

digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-Syira (beli).
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Dengan demikian, kata al-ba’i berarti jual, tetapi sekaligus juga
berarti beli.*?
2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga
jual beli dapat dikatan sah oleh syara’. Jumhur Ulama menyatakan
bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu :

a) Ada orang yang berakad atau al-muta’agidain (penjual dan

pembeli);
b) Ada sighat (lafal ijab gabul);
C) Ada barang yang dibeli (ma’qud alaih)

d) Ada nilai tukar pengganti barang. **

Adapun syarat Jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang

dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

a) Orang yang berakad harus berakal, yang melakukan akad itu
adalah orang yang berbeda, misalnya sekaligus sebagai penjual
dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.

b) ljab qobul dilakukan oleh yang telah baligh dan berakal,
dilakukan dalam satu majelis.

c) Barang yang diperjual belikan, barang itu ada, dapat dimanfaatkan

dan bermanfaat bagi manusia, boleh diserahkan saat akad

12 Suhendi Hendi, Figh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997). 26
3 Suhendi Hendi, Figh Muamalah, 26
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berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika
transaksi berlangsung. *
3. Jual Beli Online Dalam Pandangan Islam
Jual beli Online dalam Pandangan Islam, transaksi secara Online
merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang non
face, dengan hanya melakukan transfer data lewat internet, yang mana
kedua belah pihak antara originator dan adresse (penjual dan
pembeli). Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan
transaksi jarak jauh dimana manusia bisa dapat berinteraksi secara
singkat walaupun tanpa tatap muka. *°
Jual beli Online dalam Islam diperbolehkan, halal dan sah menurut
syariat Islam, jika memenuhi:
a) Produk yang halal;
b) Kejelasan barang yang dijual;
c) Kesesuaian harga dengan kualitas barang;
d) Kejujuran;®®
4. Perikatan dalam Hukum Islam
Ada dua istilan dalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan
perjanjian, yaitu al- ‘agdu (akad) dan al-‘ahdu (janji). Kata al- ‘agdu

terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi :

% Abdul Rahman Ghazaly,Ghufron lhsan, Sapiudin Shidig, Figh Muamalat, (Jakarta : Kencana,
2008). 71

1> Said Abdul Azhim, Halal dan Haram dalam Bisnis Kontemporer, 187

16 Said Abdul Azhim, Halal dan Haram dalam Bisnis Kontemporer, 187
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....

Caghady s gl Gdig

2

Sedangkan istilah al-‘ahdu  dapat disamakan dengan istilah

perjanjian. Abdoerraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (al-

‘aqdu) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut :

a)

b)

al-‘ahdu (Perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada
sangkut pautnya dengan kemauan orang lain, janji ini mengikat
orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya
tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS
Ali Imran ayat 76.

V)Gl Gang b Gl 5 034 A3 G T
Artinya : Sebenarnya tidak demikian barang siapa menepati
janjinya dan bertakwa maka sesungguhnya Allah mencintai
orang-orang yang bertakwa.
Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi
terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
Apabila dua buah janji dilaksanakan maksutnya oleh para
pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan akdu oleh Al-
Qur’an yang terdapat dalam Qur’an Surat Al Maidah ayat 1.

Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah
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pelaksanaannya perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ‘aidu

tetapi ‘akdu. *'

5. Rukun dan Syarat Perikatan

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang

harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut;*®

a)

b)

c)

Subjek Perikatan

Al-Agidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai

pelaku dari suatu tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut

hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek Hukum terbagi

menjadi dua yaitu manusia dan badan Hukum.

Objek Perikatan

Mahallul ‘agad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan

dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek

akad dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Mahallul ‘agad adalah

sebagai berikut :

1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan;

2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah;

3) Objek akad harus jelas dan dikenali dan objek dapat
diserahterimakan.

Tujuan Perikatan (Maudhu 'ul ‘Aqd)

' Abdul Rahman Ghazaly,Ghufron lhsan, Sapiudin Shidig, Figh Muamalat. 45
'8 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana dan UGM, 2005).

45
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Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus
dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai
akibat hukum, vaitu sebagai berikut:
1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas
pihak-pihak yang bersangkutam tanpa akad yang diadakan;
2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya
pelaksanaan akad;

3) Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara’.

d) ljab dan Qabul *°

6. Asas-asas Hukum Perikatan

Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip

yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir,

bertindak dan sebagainya.?

a) Asas lllahiyah
Setiap tingkah aku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari
ketentuan Allah SWT. Kegiatan muammalat, termasuk perbuatan
perikatan. Tidak alan pernah lepas dari nilai-nilai ketahuidan.
Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab akan hal ini.
Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggungjawab kepada pihak
kedua, tanggungjawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab

kepada Allah SWT . akibatnya, manusia tidak akan berbuat

1% Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. 63
2 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. 31
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b)

d)

sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan
balasan dari Allah SWT.
Asas Kebebasan (Al Hurriyah)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk
melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan
oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka
perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus
dilaksanakan segala hak dan kewajibannya.

Asas Persamaan atau Kesetaraan

Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan
kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau
kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam
perikatan tersebut.

Asas keadilan (Al-‘Adalah)
Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan

dalamAl-Qur’an. Dalam QS Al-‘A’raf Ayat 29
BERARE =3 el J8

”Tuhanku meyuruh supaya beriaku adii”.

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan  suatu
persamaan. Menurut  Yusuf  Al-Qhardawi, keadilan adalah
keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun

materiil, antara individu dan masyarakat, maupun sebaliknya dan

26



antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berlandakan
pada syariah Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan
perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan
kehendak dan keadaan memenuhi perjanjian yang telah mereka
buat, dan memenuhi semua kewajibannya. 2!
e) Asas Kerelaan

Bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama
suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada
tekanan, paksaaan, penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka
transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil.

0588 G ) gL 2 280 el 1 6 Y S Gl G g

”Hai orang-orang yang berimanjanganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
diantara kamu”. (Al Qur’an Surat An-Nisa Ayat 29)

Ada beberapa teori yang berkenaan dengan prinsip kerelaan
yang oleh ahli hukum dimasukkan dalam prinsip bermuamalah
dalam Islam. Achad Ahar Basir misalnya dalam sebuah tulisannya
menyebutkan bahwa :

1) Prinsip kerelaan dan menghindari unsur-unsur pemaksaan;
2) Prinsip nilai guna, (sesuatu yang dilakukan apakah ada

manfaatnya);

21 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. 34
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3) Prinsip memelihara dan menghindari penganiayaan.
f) Asas Kejujuran dan Kebenaran
Kejujuran merupakan hal vyang harus dilakukan oleh
manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam
pelaksaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam
perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain
itu jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan
menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Dalam QS al
Ahzab ayat 70 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu
kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar”.®
g) Asas tertulis
Dalam QS Al-Bagarah ayat 282-283 disebutkan bahwa
Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu
perikatan dilakukan tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi dan diberikan
tanggung jawab individu yang melakukan perikatan dan yang
menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu
perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang
suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi dan/atau
benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan

tersebut. 2

22 Achmad Azhar Basir, Azas-azas Hukum Muamalat, (Yogyakarta : Ull Press). 10
2 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. 37
24 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. 37
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Selanjutnya Al-Qur’an juga menegaskan bahwa bisnis itu
adalah tindakan yang halal dan dibolehkan. Sebagaimana firman
Allah yang pada dasarnya aktivitas jual beli dihalalkan akan tetapi

dilarang mengambil riba.
%51 ) aa s gl Al Jal

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan
rukunnya, begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara
kedua belah pihak, jual beli yang dilarang dari segi kerugian seperti
yang disebabkan oleh kesamaran. Pada rinsipnya Rosulullah
mengajarkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang
dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, seperti
halnya jual beli gharar yang di dalamnya mengandung unsur

spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak.

7. Tahap Perkembangan Mengenai Kekuatan Mengikatnya

Kontrak®

a) Tahap pertama, didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan megikat
kontrak ditekankan pada penyerahan barang, bukan pada janji;

b) Tahap kedua, didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat

kontrak digantungkan pada kata-kata yang diucapkannya;

% Al Qurian Surat Al Baqarah (2) : 279
% Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial
(Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), 125-127
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c) Tahap ketiga, didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat
kontrak itu terdapat pada bentuknya yang tertulis;
d) Tahap keempat, didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan

mengikat kontrak karena adanya kesepakatan para pihak;

Dalam perspektif Kitab BW (Burgerlijk Wetboek) daya mengikat
kontrak dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 BW menytakan,
bahwa “‘semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.?’

B. Member Card

1. Pengertian Member Card

Member card adalah salah satu kegiatan transaksi jual beli yang
hukumnya juga terdapat pelarangannya. Member card atau dalam
bahasa Arabnya Bitagatu at Takhfizh adalah kartu yang mana
pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau
beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan
tertentu.

Member Card mempunyai banyak macam. Diantaranya adalah,
Pertama : Free Member Card yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan

dengan cara gratis, atau sekedar membayar uang biaya pembuatan

kartu. Kedua : Special Member Card , yang mana transaksi terjadi dari

27 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.

125-127

%8 Jurnal Ahmad Zain An Najah, Hukum Menggunakan Member Card, Cipayung Jakarta Timur
27 April 2011
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dua pihak saja, penyelenggara yang mengeluarkan kartu. Ketiga
Common Member Card yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak,
penyedia barang dan jasa , penyelengoara yang mengeluarkan kartu,
serta anggota atau peserta yang membeli kartu. Kedua macam Member
Card tersebut didapat dengan cara membayar.?
2. Dasar Hukum penggunaan Member card

Fatwa Al Lajnah Ad Daimah Kerajaan Saudi Arabia setelah
melakukan penelitian lebih jauh, mereka menyimpulkan bahwa kartu
diskon atau membercard itu terlarang untuk diterbitkan atau dimiliki
karena beberapa alasan berikut:

a) Didalamnya terdapat unsur gharar dan judi (taruhan), karena
menyerahkan iuran keanggotaan atau uang administrasi tanpa
mendapatkan timbal balik yaitu kartu tersebut ketika habis
masa berlakunya kadang tidak digunakan oleh pelanggan, atau
pelanggan menggunakannya tetapi tidak sesuai dengan bayaran
awal yang ia setorkan untuk penerbitan kartu. Seperti ini
terdapat unsur gharar (Spekulasi tinggi) dan taruhan (alias :
judi) padahal Allah Ta’ala berfirman dalam QS An-Nisa ayat
29 yang artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

2 Jurnal Ahmad Zain An Najah, Hukum Menggunakan Member Card, Cipayung Jakarta Timur
27 April 2011
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sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu”.*

b) Didalamnya mengandung riba jika sumber diskon berasal dari
pelanggan (si pemilik kartu) dan bisa jadi si penjual gagal
memberikan diskon. Di sini hukumnya riba karena bisa jadi
diskon yang diberikan melebihi setoran awal dalam pembuatan
kartu.

c) Kartu diskon memiliki dampak buruk yaitu dapat menimbulkan
saling cemburu antara pelanggan yang memiliki kartu dengan
pelanggan yang tidak memiliki kartu. Bisa jadi pula pembeli
bersikap terlalu boros dalam membelanjakan harta sampai

membeli barang yang tidak dibutuhkan karena hanya ingin

memanfaatkan diskonnya saja.**

Dalam bukunya Sonny Keraf mengatakan tidak sepenuhnya
benar bahwa sebagai sebuah permainan (judi), dunia bisnis
mempunyai aturan main sendiri yang berbeda sama sekali dari
aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial pada umumnya.
Alasannya, karena bisnis adalah bagian (aktifitas) yang penting
dari masyarakat. Bisnis adalah bagian aktifitas yang penting dari
masyarakat. Bisnis adalah fenomena modern yang tidak bisa

dipisahkan dari masyarakat. Bisnis terjadi dan berlangsung dalam

%0 An-Nisa (4): 29

31 Jurnal Ahmad Zain An Najah, Hukum Menggunakan Member Card, Cipayung Jakarta Timur

27 April 2011
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masyarakat. Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan
yang lain. Itu berarti norma atau nilai yang dianggap baik dan
berlaku dalam kehidupan pada umumnya, mau tidak mau juga ikut
dibawa serta dalam kegiatan dan kehidupan bisnis seorang pelaku

bisnis sebagai manusia.*

C. Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perindungan kepada
konsumen (Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan konsumen). ** Konsumen adalah setiap orang pemakai
barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan sendiri,kelauarga, orang lain maupun makhluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen
Dalam Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen yang
berbunyi :*

Hak Konsumen, adalah:
a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

%2 A Sonny Keraf, Etik

a Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997). 55

%% Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Pengertian Konsumen

% Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Pengertian Perlindungan Konsumen
% Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Hak Konsumen
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b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa;

d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan;

e) Hak untuk mendapatan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

h) Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya;

1) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya;*

3. Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Kewajiban Pelaku Usaha

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku;

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

% Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen
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dan/atau garansi atas barang dan/atau jasa yang diterima atau
dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.”

4. Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Larangan Bagi Pelaku Usaha
Larangan pelaku usaha terdapat dalam Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :*®

1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan,
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar,
dan /atau seolah olah :

a. Barang tersebut telah memenuh dan/atau memiliki potongan
harga, harga khusus, standart mutu tretentu, gaya atau mode
tertentu, karateristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau
memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu,
keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;

d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang
mempunyai sponsor , persetujuan atau adiliasi;

e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang
tertentu;barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

h. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang
dan/atau jasa lain;

i. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak
berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek samping
tanpa keterangan yang lengkap;

j.  Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum

pasti.

%7 Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Kewajiban Pelaku Usaha
% Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Larangan Pelaku Usaha
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2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang untuk diperdagangkan.

3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1)
dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan pengiklanan

barang dan/atau jasa tersebut. *°

% Lembaran Negara UU No 8 tahun 1999 Tentang Larangan Pelaku Usaha
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BAB Il

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penghapusan Pemberlakukan Member Card Sebelum Jatuh Tempo
Menurut Hukum Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai
maslahat dari hasil transaksi ekonomi atau bisnis, yang merupakan
perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah, keuntungan yang
diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambahan dari aspek
ekonomi, sedangkan bekah diperoleh apabila ketika usaha dilakukan

dengan niat ibadah sesuai prinsip-prinsip syariah, oleh karena itu
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perlindungan konsumen diatur dalam UU No 8 Tahun 1999, hal tersebut
bertujuan agar pemenuhan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan
konsumen serta hal-hal apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha dalam
mendapatkan kesadaran dari kedua pihak supaya mengedepankan
perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan
peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal. Pembahasan dalam
rumusan masalah pertama, tinjauan hukum penghapusan pemberlakuan
member card soft file sebelum jatuh tempo menurut UU Perlindungan
Konsumen, dapat dilihat dari pemenuhan hak konsumen terlebih dahulu,
yaitu;
1. Pemenuhan Hak Konsumen dalam mendapatkan potongan harga
dengan menggunakan member card
Hak adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan
manusia. Ketika manusia berhubungan dengan sesamanya, maka
dengan sendirinya melahirkan hak yang akan mengikat.*> Dalam Pasal
4 UU No 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen yang berbunyi :**

Hak Konsumen, adalah:

j) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

k) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

I) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa;

0 Burhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen (Malang: UIN Maliki Press,

2011).8

! Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Hak Konsumen

38



m) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang

n)

0)
P)

q)

dan/atau jasa yang digunakan;

Hak untuk mendapatan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya;*

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU

Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen

sebagaimana pertama kali dikemumkakan oleh Presiden Amerika

Serikat J.F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962

yang terdiri atas:*?

a) Hak memperoleh keamanan;
b) Hak memilih;
c) Hak mendapatkan informasi;

d) Hak untuk didengar.

*2 |_embaran Negara UU No 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen
*8 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Rajawali Press,

2004). 38
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Sebagaimana Hak Konsumen yang telah peneliti paparkan diatas,
dapat dikatakan bahwa pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak

konsumen dapat dikatakan sebagai berikut :

a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Pelaku usaha sangat mengedepankan kenyamanan dan
keamanan yang sesuai sebagaimana mestinya, misalnya dalam
kenyamanan, mereka melakukan pelayanan terhadap member
maupun non-member, percakapan dimulai dengan salam.
Kemudian apabila ada yang sekedar bertanya-tanya maupun
yang langsung membeli produk, mereka sangat menghargai apa
yang dilakukan oleh konsumen.

Untuk keamanan yang dilakukan, pelaku usaha melakukan
pengawasan terhadap produk, mulai dari proses pemilihan
bahan, pemotongan bahan, pengukuran bahan maupun
penjahitan produk dilakukan secara berhati-hati agar konsumen
puas terhadap hasil yang telah dibeli. Untuk proses pengiriman
dan pengemasan produk yang dipesan melalui media online
dilakukan setelah konsumen transfer senilai dengan harga yang
telah ditentukan. Kemudian baru gamis tersebut dikirim

melalui pengiriman paket. Dan resi atau tanda bukti pengiriman
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akan di share dalam media online dalam waktu tiga hari setelah
proses pengiriman.**

b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan;

Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai
dengan nilai tukar, dapat dilakukan oleh konsumen melalui
Instagram atau melihat langsung ke dalam tokonya. Di dalam
akun instagramnya terdapat foto-foto yang telah di unggah oleh
admin pelaku usaha. Tidak hanya foto saja yang diunggah tetap
juga detail dari gamis tersebut, mulai dari panjang hingga
lebarnya beserta harganya juga dibubuhkan. Dan dari detail
yang lengkap tersebut, konsumen dapat memilih sesuka hat
mana gamis yang akan dibelinya.

Apabila ada cacat gamis, sebelum melakukan pengemasan
pegawai sangatlah berhati-hati dalam menyeleksi gamis-gamis
yang lolos uji kirim kepada konsumen, apabila barang yang
sampai pada konsumen memiliki cacat gamis, maka pihak
ninna hijab memperbolehkan mengembalikan pesanan selama
dua kali dua puluh empat jam setelah barang sampai kepada
konsumen, dan ongkos kirim akan ditanggung oleh pelaku

usaha.

* Hasil Data Konfirmasi Ninna Hijab
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c)

d)

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang. Jual beli online tentunya sangat
diminati oleh banyak orang, jual beli tersebut sangat diminati
karena kita hanya butuh sekali tekan, maka barang akan sampai
ditangan kita. Konsumen dalam menerima informasi yang
benar serta memilih dan mendapatkan barang Yyang
sesuaidengan kondisi barang, dapat dilakukan oleh konsumen
melalui Instagram atau melihat langsung ke dalam tokonya. Di
dalam akun instagramnya terdapat foto-foto asli yang telah di
unggah oleh admin. Tidak hanya foto saja yang diunggah tetap
juga detail dari gamis tersebut, mulai dari panjang hingga
lebarnya beserta harganya juga dibubuhkan. Dan dari detail
yang lengkap tersebut, konsumen dapat memilih sesuka hati
mana gamis yang akan dibelinya.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan;

Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannnya atas
barang yang telah sampai ke tangan konsumen. Konsumen
dapat langsung menghubungi Customer Service, dan
menceritakan keluhannya atas barang, maka pihak ninna hijab

akan mendengarkan selagi alasan tersebut masuk akal dan tidak
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dibuat-buat. Misalnya sebelum melakukan pengemasan,
pegawai sangatlah berhati-hati dalam menyeleksi gamis-gamis
vang lolos uji kirim kepada konsumen, apabila barang yang
sampai pada konsumen memiliki cacat gamis, maka
diperbolehkan mengembalikan pesanan selama dua kali dua
puluh empat jam setelah barang sampai kepada konsumen, dan
ongkos kirim akan ditanggung oleh pelaku usaha.
Hak untuk mendapatan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
Pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan advokasi,
perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen, selama ada keganjalan atau adanya sengketa antara
pelaku usaha dengan member, misalnya kasus penghapusan
member sebelum jatuh tempo, hal itu terjadi dikarenakan
pencatatan arsip antara pelaku usaha dengan member masih
dilakukan secara manual, artinya belum ada aplikasi khusus
untuk menghitung jumlah pembelian member. Karena pada
awalnya masing-masing pihak beritikad baik untuk melakukan
kerja sama, selagi itu dapat diselesaikan dengan baik-baik
maka hal itu masih wajar dilakukan.
Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
Pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan

dan pendidikan konsumen. Pelaku usaha membagikan info atau
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9)

h)

tips seputar cara jual beli yang efektif melalui grup Whatsapp
khusus member. Hal itu dilakukan agar semua member
mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam mencari peluang
usaha.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif.

Pemenuhan hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani
secara benar dan jujur serta tidak disriminatif, hal tersebut
dilakukan dengan adanya persamaan antar member, karena
mereka semua sama, sama-sama mencari peluang usaha dan
sama-sama berbagi ilmu tentang jual beli, dan pastinya ukuran
rezeki itu tidak akan tertukar oleh Allah.

Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau jasa
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.

Pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan konpensasi
ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut
dilakukan apabila konsumen mendapatkan adanya cacat produk
dalam hal penjahitan yang kurang rapi yang mana produk
tersebut sudah sampai ditangan konsumen, maka akan

diberikan waktu dua kali dua puluh empat jam untuk
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melakukan pengembalian dan penggantian, dan untuk ongkos
kirim akan diganti oleh pihak pelaku usaha.*

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Pemenuhan hak konsumen yang telah peneliti paparkan
diatas, pemenuhan hak konsumen tersebut sangat dilakukan
oleh pelaku usaha, dimulai dari detail produk, pemilihan bahan
baku, pemotongan bahan baku, penjahitan hingga proses
pengemasan hingga sampai ditangan konsumen, pelaku usaha
sangat mengedepankan kepuasan konsumen. Apabila terdapat
permasalahan antara pelaku usaha dengan member maupun
non-member dan sebaliknya, selagi masih bisa diselesaikan
dengan baik-baik maka hal tersebut cepat dilakukan, guna
menjaga perasaan dan kepuasan member maupun non-member
terhadap pelayanan yang telah diberikan.

2. Kewajiban Pelaku Usaha ditinjau dari Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen®®

Disamping hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, pelaku usaha

juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan dan dipenuhi. Hak

dam kewajiban dalam perikatan merupakan dua sisi yang bersifat

saling timbal balik. Dalam suatu erikatan, adapun yang menjadi

** Hasil Data Konfirmasi Ninna Hijab
*¢ |_embaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Kewajiban Pelaku Usaha
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kewajiban konsumen menurut Undang-Undang adalah Pasal 7 UU No
8 Tahun 1999 Tentang Kewajiban Pelaku Usaha.*’

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

f) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

g) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

h) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

i) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku;

J) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan
dan/atau garansi atas barang dan/atau jasa yang diterima atau

dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. °

Sebagaimana kewajiban pelaku usaha yang telah peneliti paparkan
diatas, dapat dikatakan bahwa dalam memenuhi kewajiban pelaku

usaha dapat dikatakan sebagai berikut :

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
Kewajiban pelaku usaha dalam beritikad baik dalam
melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang

dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang i’tikad baik

* Burhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen. 9.
*8 |_embaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Kewajiban Pelaku Usaha
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juga diatur dalam Pasal 1228 ayat 3 BW, bahwa perjanjian
harus dilaksanakan dengan i’tikad baik.*°

Begitu pentingnya i’tikad baik tersebut, sehingga dalam
perundingan-perundingan atau perjanjian antara pelaku usaha
dan member, maupu istilah pihak pertama dan pihak kedua,
kedua belah pihak tersebut akan berhadapan dalam suatu
hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh i’tikad baik dan
hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa
kedua pihak itu harus bertindak dengan mengingat
kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku
usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan
usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik
dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.*

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas, dapat
diketahui bahwa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi yang
namanya beritikad baik, salah satunya yaitu mengawali
percakapan dengan salam, dan membalas satu persatu
konsumen tanpa adanya saling mendahului yang antri untuk

membeli baju lewat akun Instagram.

** Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen. 52
%0 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen. 54
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b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Tentang kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi
disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan
informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha
merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi),
yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap
konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah
terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu.
Peynampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat
berupa representasi, peringatan, maupun Yyang berupa
instruksi.”*

Oleh karena itu, pelaku usaha dalam menggunggah foto-
foto gamis yang akan dijual kepada konsumen kedalam akun
instagramnya , tidak hanya harga yang terpasang tetapi juga

detail dari gamisnya , mulai dari bahan yang dipakai, panjang

51 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen. 54
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d)

gamis, lebar gamis, sehingga konsumen dapat memilih dengan
sesuka hati.

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif;

Mengenai perlakuan pelaku usaha dalam melayani
konsumennya secara benar, jujur serta tidak diskriminatif,
tentunya harus menjadi sifat dari pelaku usaha. Larangan
pelaku usaha membeda-bedakan konsumen dalam memberikan
pelayanan maupun membeda-bedakan mutu produk kepada
konsumen.

Oleh karena itu, dalam melayani para konsumennya sangat
menjauhi yang namanya diskriminatif, karena semua konsumen
itu sama, maka dari itu ada yang namanya kartu member atau
member card, benda tersebut digunakan untuk membedakan
mana yang telah menjadi member atau reseller dengan non-
member atau konsumen biasa. Hal tersebut dibedakan karena
member, bekerja sama dengan pelaku usaha yang mana ada
akad atau perjanjian yang menyatukan antara pelaku usaha
dengan member, sedangkan non-member hanya seperti penjual
dan pembeli seperti biasanya.

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi
dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart

mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
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Dalam hal menjamin mutu barang dan atau jasa yang

diproduksi, pelaku usha selalu mengecek dan memilah mana
vang layak kirim dan tidak, sehingga barang yang tidak layak
kirim akan diproduksi ulang. Dan barang yang layak Kirim
akan dikirim melalui pengiriman ekspedisi barang dan akan
sampali ditangan konsumen sesuai alamat yang dituju.
Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguiji
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta
memberi jaminan dan/atau garansi atas barang dan/atau jasa
yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai
dengan perjanjian.”

Dalam hal pelaku usaha memberikan kesempatan kepada
konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang yang telah
diproduksi, misalnya untuk mencoba gamis, Ninna Hijab
menyediakan gamis yang bisa dicoba khusus untuk yang
datang ke toko yang berada di Solo, tetapi untuk yang dijual di
akun Instagram, hanya diberikan detail gamis serta harga,
apabila ada pengembalian produk, maka hal itu harus ada

syarat tertentu misalnya cacat produksi.
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3. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan jual beli
Larangan pelaku usaha terdapat dalam Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :>?

1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan,
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar,
dan /atau seolah olah :

a) Barang tersebut telah memenuh dan/atau memiliki
potongan harga, harga khusus, standart mutu tretentu,
gaya atau mode tertentu, karateristik tertentu, sejarah
atau guna tertentu;

b) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

c) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan
dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan
tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori
tertentu;

d) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan
yang mempunyai sponsor , persetujuan atau adiliasi;

e) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

f) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang
tertentu;barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

h) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan
barang dan/atau jasa lain;

i) Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman,
tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek
samping tanpa keterangan yang lengkap;

j) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum

pasti.

52 Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 Tentang Larangan Pelaku Usaha
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2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang untuk diperdagangkan.

3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1)
dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan pengiklanan
barang dan/atau jasa tersebut. >

Larangan terhadap pelaku usaha tersebut dalam UU Perlindungan
Konsumen, membawa akibat bahwa pelanggaran atas larangan
tersebut dikulaifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Tujuan dari
pengaturan ini menurut Nurmadjito adalah untuk mengupayakan
terciptanya tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha
yang sehat. Ketertiban tersebut sebagai bentuk perlindungan
konsumen, karena larangan itu untuk memastikan bahwa produk yang
diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak
melanggar hukum. Seperti praktek menyesatkan pada saat
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memperdagangkan
atau mengedarkan produk barang dan/atau jasa yang palsu atau hasil
dari suatu kegiatan pembajakan.

Sebagaimana perbuatan yang di larang untuk pelaku usaha yang
telah peneliti paparkan diatas, dapat dikatakan bahwa Ninna Hijab

dalam menjauhi larangannya dapat dikatakan sebagai berikut :

1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan,
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar,

dan /atau seolah olah :

5% Lembaran Negara UU No 8 tahun 1999 Tentang Larangan Pelaku Usaha
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a)

b)

Barang tersebut telah memenuh dan/atau memiiki potongan
harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau
mode tertentu, karateristik tertentu, sejarah atau guna
tertentu;

Dalam hal pelaku usaha dilarang menawarkan
,mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa
secara tidak benar, dan atau seolah-olah, barang tersebut
telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga
khusus, standart mutu tertentu, gaya atau model tertentu,
karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu, Ninna
Hijab khususnya seolah-olah memiliki potongan harga,
harga khusus, hal tersebut sangatlah masih belum jelas,
dikarenakan yang memiliki harga khusus itu hanya untuk
member, tetapi mereka pihak pelaku usaha tidak
menjelaskan sebelumnya, sehingga banyak konsumen
biasayang tergiur akan hal tersebut, padahal hai itu bukan
ditujukan kepada mereka non-member kecuali member
Ninna Hijab.

Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

Dalam hal pelaku usaha dilarang menawarkan,
mempromosikan produk atau barang tersebut dalam
keadaan baik dan/atau baru, Ninna Hijab sangat mengetahui

hal tersebut,karena apabila mereka memberikan detail yang
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tidak sama ketika produk tersebut sudah ditangan
konsumen itu akan membuat mereka gulung tikar, sehingga
Ninna Hijab tidak pernah melakukan hal tersebut.

Substansi Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
juga terkait dengan representasi dimana pelaku usaha wajib
memberikan representasi yang benar atas barang dan/atau jasa yang
diperdagangkannya. Hal ini penting, karena sebagaimana diketahui
bahwa salah satu penyebab terjadinya kerugian konsumen adalah
misrepresentasi terhadap barang dan/ atau jasa tertentu. Kerugian yang
dialami oleh konsumen di Indonesia juga kebanyakan karena tergiur
oleh iklan-iklan atau brosur-brosur barang dan/atau jasa yang ternyata
tidak benar. Informasi berupa janji yang dinyatakan dalam penawaran,
promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasaa tersebut dapat menjadi
alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim atas gugatan yang
berdasarkan wanprestasi pelaku usaha.

Ada salah satu yang dilakukan oleh pelaku usaha, yakni
penghapusan pemberlakuan member card sebelum jatuh tempo, yang
mana kartu tersebut berlaku selama enam bulan, sedangkan secara tiba-
tiba pihak pelaku usaha menghapus salah satu akun member tersebut
dikarenakan salah pencatatan, dikarenakan pencatatan tersebut masih
dalam bentuk manual, bukan dalam bentuk aplikasi. Hal tersebut sangat

merugikan  konsumen tentunya, seharusnya konsumen dapat
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memperpanjang masa aktif tetapi ini dihapus oleh pihak pelaku usaha
dikarenakan pencatatan yang kurang detail.
4. Penghapusan pemberlakuan member card soft file sebelum jatuh tempo
menurut UU Perlindungan Konsumen

Setelah peneliti paparkan diatas mulai dari pemenuhan hak
konsumen dan kewajiban pelaku usaha serta hal-hal apa saja atau
kegiatan apa saja yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha,
bahwasanya pertama, yang namanya perjanjian pastinya ada jangka
waktu, apalagi ini menyangkut kerjasama yang mana dilakukan secara
online. Penghapusan pemberlakuan member card sebelum jatuh tempo
ini merupakan salah satu penyalahgunaan keadaan yang mana pelaku
usaha dengan member sudah melakukan perikatan atau kerjasama dan
pasti ada jangka waktu perjanjiannya.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, yang dapat
dikatakan sebagai sumber formal hukum yang utama dalam transaksi
konsumen. Secara klasik, sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, salah satu asas penting dalam perjanjian
adalah prinsip kebebasan berkontrak. Asas ini pertama Kkali
disimpulkan dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
yang menetapkan empat syarat sah suatu perjanjian, yakni kesepakatan
kedua belah pihak, kecakapan, pokok persoalan tertentu, dan sebab
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yang hala

> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, edisi revisi (Jakarta : Grasindo 2007). 84.
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Dua syarat pertama berkaitan dengan syarat subjektif, sedangkan
dua syarat terakhir berhubungan dengan syarat objektif. Menurut
Subekti,® pelanggaran syarat subjektif menyebabkan perjanjian itu
terancam untuk dapat dimintakan pembatalannya. Disisi lain, bila
syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu terancam batal
demi hukum.

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan
tiga alasan untuk melakukan pembatalan perjanjian, yakni, kekhilafan
atau kesesatan (dwaling), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog).>®
Penyalahgunaan itu berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat
kesepakatan terjadi. Kondisi itu membuat ada salah satu pihak berada
dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Itu
sebabnya ada ahli yang berpendapat penyalahgunaan keadaan ini
sebagai salah satu bentuk dari cacat kehendak juga. Isi perjanjian
dalam pelaku usaja dan membernya ini tidak terlarang, tetapi ada
sesuatu yang lain, yang terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yang
menimbulkan kerugan pada salah satu pihak yaitu penghapusan
pemberlakuan member card sebelum jatuh tempo, dan itulah yang
dinamakan penyalahgunaan keadaan.

Penyalahgunaan keadaan ini terjadi karena adanya salah satu
unsur, yakni pencatatan yang dilakukan masih sebatas manual, belum

menggunakan aplikasi khusus, hal itu yang menyebabkan catatan

% Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen. 84
% Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen. 85
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antara pelaku usaha dan anggota tidak sesuai yang menyebabkan
penghapusan itu terjadi. Kemudian berkaitan dengan Pasal 1321 KUH
Perdata tentang tiga alasan untuk melakukan pembatalan perjanjian.
Perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan membernya
didasari oleh itikad baik, yakni saling membantu sesama saudara
muslim untuk melakukan kegiatan jual beli. Tetapi dalam berjalannya
perjanjian ini mengandung salah satu unsur yang dapat membatalkan
perjanjian yakti kekhilafan atau (dwaling), kekhilafan yang dimaksud
adalah sesuai yang telah peneliti paparkan di atas, oleh karena itu
perjanjian ini bisa dilakukan pembatalan.
. Peyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menurut UU
Perlindungan Konsumen

Penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 45 UU No 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku
usaha melalui lembaga yag bertugas menyelesaikan sengketa
antara konsumen dan elaku usaha atau melalui peradilan yang
berada dilingkungan peradilan umum;

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui
pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan

sekarela para pihak yang bersengketa.

Dan berbicara mengenai penyelesaian sengketa pastinya ada

pertanggung jawaban hukum, mau tidak mau kita harus berbicara
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tentang ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu
pihak sebagai akibat dalam hal hubungan atau perikatan antara pelaku
usaha dengan konsumen dari penggunaan, pemanfaatan, serta
pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan

oleh pelaku usaha.

Dalam Pasal 4 Huruf g UU Perlindungan Konsumen®’
menyebutkan pula, salah satu hak konsumen adalah hak untuk
diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif.
Penjelasan dari ketentuan tersebut secara jelas dapat ditafsirkan
sebagai keterkaitan dengan larangan “penyalahgunaan keadaan”.
Dalam ketentuan itu dikatakan, setiap konsumen memiliki hak untuk
diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan,
kaya , miskin, dan status sosial lainnya.

Kemudian penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pelaku
usaha dengan anggotanya adalah dengan cara berbicara dengan baik-
baik karena alasan pencatatatan masih manual dan belum
menggunakan aplikasi khusus,”® sehingga menyebabkan penghapusan
anggota member sebelum jatuh tempo. Dengan alasan Pasal 45 ayat 2
yang mana para pihak berhak memilih secara sukarela dalam

menyelesaikan permasalahnnya, oleh karena itu pelaku usaha dengan

%" Lembaran Negara UU No 8 Tahun 1999 tentang Hak Konsumen
%8 Wawancara dengan General Manajer Ninna Hijab, Rina Haryani (Surakarta, 23 November 2017
pukul 08.00)
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anggotanya melakukan penyelesaian sengketa dengan memilih
negosisiasi, memilih keputusan yang baik diantara para pihak tanpa

masuk dalam ranah hukum.
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B. Penghapusan Pemberlakukan Member Card Sebelum Jatuh Tempo
menurut Hukum Islam
Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi
rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yaang mutlak yang
harus dipenuhi dalam suatu hal, eristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat
adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa atau tindakan
tersebut. >
1) Mekanisme Perekrutan Member dengan Pemberian Potongan Harga
dengan menggunakan member card soft file
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkah orang
lain dalam bertransaksi maupun berinteraksi, karena manusia tidak
bisa hidup sendiri tanpa hubungan dengan orang lain. Seperti halnya
masalah jual beli dan hukum perikatan dalam masyarakat. Jual beli
merupakan proses perpindahan atau penukaran barang dengan barang
dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari
yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan®,
sebagaimana dalam surat Al-Bagarah ayat 275, yang berbunyi,
L a5 g 0T
..Allah menghalalakan jual beli dan mengharamkan Riba...”®*
Dalam hukum Islam permasalahan tentang jual beli sudah diatur

dengan jelas dan dikuatkan dengan nash-nash Al-Qur’an maupun

> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam (Yogyakarta : Gadjah Mada University,
2009).24.
% Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia), 65
61 QS Al-Bagarah (2) : 275
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Hadist Nabi SAW dan juga para Ulama. Transaksi jual beli dengan
memberikan potongan harga dengan menggunakan kartu keanggotaan
di Ninna Hijab hampir sama dengan toko-toko yang lain yang ada di
wilayah Indonesia. Kartu anggota atau member card ditawarkan oleh
Customer Service yang bekerja di Ninna Hijab untuk menjadi anggota
dengan ketentuan membayar biaya administrasi sebesar lima puluh
ribu rupiah dengan keuntungan yang menarik, seperti potongan harga
khusus label Ninna Hijab, tips dan trik berjualan yang sehat, dan lain-
lain.®?

Member card atau kartu keanggotaan yang ada di Ninna Hijab
sudah ada sejak satu tahun berdiri setelah Ninna Hijab dicetuskan
pada bulan April tahun 2017, untuk mendapatkan potongan harga,
anggota dituntut harus aktif dan minimal harus membeli lima puluh
gamis dalam waktu enam bulan. Di Ninna Hijab sudah terdapat
kurang lebih 90 (sembilan puluh) member sejak di awal pembukaan
member pada bulan April 2017 sampai sekarang.

1. Syarat menjadi Reseller atau member untuk mendapatkan

member card soft file Ninna Hijab
Syarat menjadi member atau reseller Ninna Hijab yaitu
a) Mengisi formulir pendaftaran di link atau alamat internet

yang telah dibuat oleh pihak Ninna Hijab

62 Syarat Dan Ketentuan Member Ninna Hijab
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b)

Membayar biaya administrasi untuk pendaftaran sebesar

Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Ketentuan menjadi Reseller atau Member Ninna Hijab :

a)

b)

c)

a)

b)

d)

Masa berlaku member adalah 6 (enam) bulan terhitung
dari tanggal ketika transfer biaya pendaftaran.

Member harus memenuhi target pembelian produk Ninna
Hijab yaitu minimal 50 (lima puluh) gamis dalam waktu 6
(enam) bulan. Apabila target sudah terpenuhi, maka masa
aktif member akan diperpanjang 6 (enam) bulan.
Sebaliknya, apabila tidak memenuhi target, maka member
akan di non-aktifkan (tidak berlaku).

Dan untuk mendapatkan fasilitas member lagi, silahkan

bisa mendaftar kembali.

. Fasilitas yang diberikan oleh Ninna Hijab bagi member:

Potongan Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) di setiap
gamis dan untuk semua jenis gamis;

Katalog warna produk berlabel Ninna Hijab;
Promo-promo menarik khusus member;

Member card virtual (soft file) dengan format JPG, dengan
adanya kartu member tersebut maka pihak Ninna Hijab

dapat membedakan antara member dan non-member.
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Dalam melakukan akad perjanjian yang dilakukan oleh
pihak Ninna Hijab dan calon member;
e) Info atau tips seputar cara jual beli yang efektif. ®
2) Hukum Perikatan dalam Perekutan Member Card menurut Hukum
Islam
Pada hakekatnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam
keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmani dan ruhani.
Kedua unsur penciptaan manusia itulah yang kemudian menjelma
menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, manusia selain dapat memprodusi barang
dan/atau jasa sendiri, juga dapat membeli dari penjual maupun
angsung ditempat produksi. Dengan membeli barang dan/atau jasa
hasil produksi orang lain, berarti secara otomatis telah menempatkan
dirinya sebagai pemakai atau konsumen yang keberadaannya perlu
dilindungi. Konsep hukum antara hukum dalam Islam berbeda dengan
hukum lainnya. Hukum dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan
manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat atau
hukum muamalat yang berhubungan dengan kebendaan, hak-hak
serta penyelesaian persengketaaan-persengketaan, seperti perjanjian
jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan

sebagaianya. Islam menyatakan bahwa inti dari bertransaksi itu adalah

63 Syarat Dan Ketentuan Member Ninna Hijab
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kerelaan, suka sama suka ataupun tidak ada unsur keterpaksaan antara
pihak penjual dan pembeli.**

Salah satunya vaitu jual beli terjadi ketika ada kata sepakat atau
hukum perikatan dalam kegiatan tersebut, hukum perikatan tersebut
mempunyai enam prinsip atau asas didalamnya, yaitu asas Ilahiyah,
asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas Keadilan, asas
kerelaan, asas kejujuran dan Kebenaran, asas tertulis.

Sebelum adanya kesepakatan antara pelaku usaha dan calon
member, pasti ada adanya perjanjian atau sebuah perikatan, yang
mana perjanjian tersebut harus disetujui oleh para pihak dan tidak
merugikan salah satu pihak. Karena pembuatan dan pemberlakuan
member card soft file ini di bebankan sebesar Lima Puluh Ribu
Rupiah, dan member tidak memegang kartu secara hard file, yang
mana member hanya memegang kartu soft file dengan fotmat JPG dan
untuk pencatatannya hanya dicatat oleh sistem pelaku usaha secara
manual oleh pihak marketing. Apabila diuraikan dengan penghapusan
pemberlakuan member card sebelum jatuh tempo dengan asas-asas
hukum perikatan adalah sebagai berikut.

a) Asas llahiyah®

Setiap langkah dan perbuatan manusia tidak akan lupa dari
ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS Al

Hadid ayat 4:°°

% Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005). 27
% Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan islam di Indonesia. 31

64



G U3t s Wb A0 Loy V) 3 AL e gl &
Tl s o L)

“Dia bersama kamu dimana saja kamu berada, Dan Allah
Maha Melihat apa yang akan kamu kerjakan”. Kegiatan
Muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah
lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia
memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab
kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua,
tanggung jawab kepada dirinya sendiri, dan tanggung jawab
kepada Allah SWT, asas llahiyah ada karena untuk
menghindarkan manusia dari berbuat sesuka hatinya dan
segala perbuatan akan di balas oleh Allah SWT.

Dalam hal bertanggung jawab kepada pihak kedua,
pemberlakukan member card seharusnya didasarkan oleh
Ibadah kepada Allah. Apabila suatu perikatan sudah ada waktu
atau jatuh temponya maka hal itu harus dilaksanakan sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan.

a) Asas Kebebasan
Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk
melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut
ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan

isinya, maka perikatan tersebut mengikat para phak dan

% QS. Al Hadid (57) : 4
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menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan
kewajibannya.

Dalam hal isi perikatan yang harus disepakati oleh kedua belah
pihak, maka kedua belah pihak tesebut wajib menjalankannya,
apalagi ini tentang pelaku usaha dengan membernya, yang mana
pelaku usaha adalah pihak pertama dan member adalah pihak kedua.
Pelaku usaha yang dimaksud adalah Ninna Hijab dan member adalah
orang yang bekerja sama dengan Ninna Hijab. Isi perikatan yang
ditentukan oleh Ninna Hijab tentunya ada syarat-syaratnya yakni :

1) Membayar Lima Puluh Ribu Rupiah sebagai uang pendaftaran
dan penerbitan kartu member;

2) Harus membeli minimal Lima Puluh gamis dalam waktu enam
bulan.®’

b) Asas persamaan atau Kesetaraan

Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan
kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau
kesetaraan ini. Dalam hal Ninna Hijab memenuhi hak member dan
memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha sudah sangat dilakukan
sesuai dengan syariah Islam dan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen. Sesuai dengan QS al-Hujuraat ayat 13°:

®” Syarat Dan Ketentuan Member Ninna Hijab
% QS. Al Hujuraat (49) : 13
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“Hai manusia , sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku sepuaya kamu saling kenal

mengenal.”
c) Asas keadilan®

Dalam QS Al-Hadid ayat 25" disebutkan bahwa Allah befirman,
sl Saall 5 S e W3 5 iy WL T 5

il S

”Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama
mereka Al-Kitab dan Neraca (Keadilan) supaya manusia dapat
melaksanakan keadilan”. Adil merupakan salah satu sifat Allah
SWT vyang sering kali disebutkan dalam Al-Quran. Menurut Yusuf
Al-Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi
individu dan masyarakat, antara masyarakat satu dengan yang

lainnya yang berlandaskan pada syaiah Islam.

% Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan islam di Indonesia. 34
° QS. Al-Hadid (57) : 25
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Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk
berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenubhi

perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

Dasar hukumnya terdapat dalam QS Al-Bagarah ayat 177,

1 5%l 5 il 3 G llall 51 3818 13) anainy 68540

33,0 X1 Irs A PR, - _
7 Ossiall A Sl o) 57 830a Guall Gl 61 ) G

”...dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan
orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam

peperangan. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Perikatan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dengan
membernya pastinya ada perbedaan antara member dengan Non-
member, dari pemberian diskon hingga adanya bonus-bonus tertentu.
Hal itu dikarenakan ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon
member untuk menjadi member. Hal itulah yang menjadi perbedaan
antara Member dan Non-member. Dan bisa dikatakan pihak pelaku
usaha sangat menjunjung asas keadilan.

d) Asas Kerelaan'

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka

atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan,

L QS. Al Baqgarah (2) : 177
2 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan islam di Indonesia. 34
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paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi

tersebut dilakukan dengan cara yang bathil.

Hal itu sesuai dengan QS An-Nisa ayat 29"
5588 O ) Jlly a&85 280 5 1R Y 1 Gl g

S () G S04

”Hai orang-orang yang berimanjanganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Ayat diatas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu
perdagangan hendaknya atas dasar suka sama suka atau sukarela.
Tdak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan
misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini
terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini
menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

Maka untuk memenuhi asas kerelaan pihak ninna hijab sangat
menerapkan asas tersebut, tetapi kurang adanya rincian tentang
pembelian minimal lima puluh gamis secara aktif dan pembelian

f.”* Dan apabila ada penghapusan member sebelum jatuh

secara pasi
tempo, padahal masih ada waktu untuk memenuhi target, maka hal itu

tidak dibenarkan oleh syara’ dan perikatan tersebut batal demi hukum.

3 QS. An-Nisa (4) : 29
" Syarat dan Ketentuan Pembukaan Member Ninna Hijab
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e) Asas Kejujuran dan Kebenaran™

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia
dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam pelaksanaan
muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan antara pelaku usaha
dengan para member, maka hal itu akan merugikan kedua belah pihak,
dan pihak pelaku usaha akan kehilangan nama baiknya.

Dalam asas ini pihak pelaku usaha sangat mengedepankan asas
kejujuran dan kebenaran, misalnya mengenai detail produk, mulai dari
jenis kain yang digunakan, ukuran yang digunakan, ongkos Kirim, dan
proses pengiriman yang sangat terbuka.

3) Penghapusan Pemberlakuan Member Card sebelum Jatuh tempo

Menurut Hukum Islam

Dasar hukum pemberlakuan member card menurut Islam itu

sendiri masih hangat diperbincangkan. Dari Fatwa Al Lajnah Ad Daa-

‘Imah keajaan Arab Saudia No. 19114 Juz 14 halaman 13 setelah

melakukan penelitian lebih jauh, mereka menyimpulkan bahwa kartu

keanggotan itu terlarang untuk diterbitkan atau dimiliki karena
beberapa alasan sebagai berikut:

a) Didalamnya ada unsur gharar dan judi. Karena menyerahkan iuran

keanggotaan atau uang administrasi tanpa mendapatkan timbal balik

yaitu kartu tersebut ketika habis masa berlakunya kadang tidak

"> Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan islam di Indonesia. 37
’® Dikutip dari artikel Aris Stianto oleh fatwa Al Lajnah Ad Daimah No. 19114 Juz 14 Halaman 13
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digunakan oleh pemegang member, atau pemegang member
menggunakannya tetapi tidak memenuhi target pembelanjaan.

b) Didalamnya mengandung riba jika sumber diskon berasal dari
pemilik kartu dan bisa jadi pelaku usaha gagal memberikan potongan
harga. Disini hukum riba jelas haram karena bisa jadi potongan
harga yang diberikan melebihi setoran awal untuk jaminan
pembebanan biaya kartu.

c) Kartu diskon memiliki dampak buruk yaitu dapat menimbulkan
saing cemburu antara member yang memiliki kartu dan non-member
yang tidak memiliki kartu. Bisa jadi member bersikap terlalu boros
dalam membelanjakan harta sampa membeli barang yang tidak

dibutuhkan karena hanya ingin memanfaatkan diskon saja.’’

Dengan melihat perbedaan-perbedaan di atas yang kemudian di tarik
kedalam penelitian peneliti, maka peneliti disini lebih condong kepada
tidak bolehnya bertranksaksi menggungakan kartu diskon atau member
card tersebut khususnya yang kedua dan yang ketiga, yang mana kedua
kartu jenis ini harus membayar terlebih dahulu. Yang karena didalamnya
terdapat gharar dan spekulatif, terutama pada zaman sekarang para

pedagang yang banyak tidak mengindahkan kaidah-kaidah islmiyah.

Jika kartu diskon diterbitkan secara gratis maka untuk menerbitkan
dan memilikinya dibolehkan. Karena kartu semacam ini termasuk janji

pemberian secara cuma-cuma dari toko/perusahaan atau sebagai hadiah.

"7 Dikutip dari artikel Aris Stianto oleh fatwa Al Lajnah Ad Daimah No. 19114 jus 14 halaman 13
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Maka hal itu kartu anggota atau member card yang diterbitkan oleh
pelaku usaha diperbolehkan, apabila pembayaran atau biaya administrasi
tersebut jelas penggunaannya dan harus adanya komunikasi yang
transparan dari pihak pertama maupun pihak kedua dan selama

penggunaan kartu tersebut tidak merugikan kedua belah pihak.

Jatuh tempo merupakan batas waktu pembayaran atau penerimaan
sesuatu dengan yang telah ditetapkan.”® Jatuh tempo yang dimaksud
dalam perjanjian antara pelaku usahadan member adalah batas waktu
penggunaan member card dan batas waktu menjadi member atau
anggota dari pihak pelaku usaha. Batas waktu yang ditentukan menjadi
member adalah enam bulan, dan harus membeli minimal lima puluh
gamis, hal itu untuk perpanjangan member card, apabila tidak memenuhi
target, maka pelaku usaha akan menghapus nomor identitas member dari

komputer pelaku usaha.

Apabila penghapusan sebelum jatuh tempo itu terjadi, maka hal itu
bisa dinamakan Riba. lbn Qayyim menyatakan™® dilarang berpisah
dalam perkara tukar menukar sebelum ada timbang terima. Menurut
Sulaiman Rasyid, dua orang yang bertukar barang atau jual beli berpisah
sebelum timbang terima, disebut, Riba Yad. Menurut Ibn Qayyim,
berpisahnya dua orang yang melakukan jual beli sebelum serah terima

mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi riba. Hal itu sama apabila

"8 https://www.kamusbesar.com/jatuh-tempo diakses pada Tanggal 20 Desember 2017 Pukul 11.16
wiB
" Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah. 59
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penghapusan sebelum jatuh tempo dilakukan, padahal batas waktu masih
ada, hal tersebut juga termasuk riba, sesuai dengan QS Ali Imran ayat

130,%°
2T T80 5 dde ik Tabazeal 0 T KE Y 16840 5 i g
C} J’!.,.

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertagwalah kepada Alah supaya kamu

mendapat keuntungan”.

4) Penyelesaian Perselisihan dalam Hukum Islam

Penyelesaian perselisihan dalam Hukum Perikatan Islam, pada prinsipnya
boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan
perdamaian (shulhu), yang kedua yaitu dengan jalan arbitrase (tahkim) dan
yang terakhir melalui proses peradilan (Al-Qadha).®

Dalam menyelsaian perselisinan antar pelaku usaha dengan member,
penyelesian masalah dengan jalan perdamaian (shulhu)®” yang mana shulhu
ini merupakan jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan
dalam suatu keadaan adalah dengan menggunakan jalan perdamaian antara
kedua pihak.®

Pelaksanaan shulhu dapat diakukan dengan beberapa cara, antara lain:

8 AS. Ali Imran (3) : 130

8 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan islam di Indonesia. 87.
82Hasil Data Konfirmasi Ninna Hijab

8 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan islam di Indonesia. 88.
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a) Dengan cara ibra (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya);
b) Dengan cara Mufadhah (penggantian dengan yang lain) misalnya,
Shulhu ljarah vyaitu penggugat mempersewakan barang yang dituntut
kepada tergugat. Di pihak lain, sebagai pelaksana perdamaian, tergugat
melepaskan barang sengketa selain dari yang telah dihibahkan oleh

penggugat kepadanya, atau membayar sewa.

Perdamaian (Shulhu) ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-

Hujuraat Ayat 9 yang berbunyi,
S Il 1AL I Gt 5al) (s AL &5
ST Ll s s As B e SOAY) e Ldisy

Gl Ean i )= sl 5 Jisdl Lgii 1 AL Cpd

”Dan kalau ada golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu
melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.
Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,
dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-

orang yang berlaku adil”.®*

8 QS. Al Hujuraat (49): 9
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Penghapusan pemberlakuan member card soft file sebelum jatuh
tempo menurut hukum Perlindungan Konsumen, dilihat dari pemenuhan
hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dan larangan bagi pelaku usaha
yang mana sebenarnya hak konsumen sudah sangat jelas dipenuhi oleh

pihak pelaku usaha, tetapi sebelum jatuh tempo member tersebut sudah
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dihapus dari sistem komputer pelaku usaha dikarenakan pencatatan masih
menggunakan pencatatan manual, hal itu yang menjadikan penghapusan
sebelum jatuh tempo terjadi sehingga menyebabkan pemenuhan hak
konsumen dan kewajiban pelaku usaha tidak dapat terpenuhi dengan
sempurna dan penghapusan sebelum jatuh tempo menyebabkan pelaku
usaha melakukan hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Penghapusan pemberlakuan member card sebelum jatuh tempo
menurut hukum Islam hal itu juga tidak sesuai dengan syariat Islam dan
merupakan suatu riba, yang mana merugikan salah satu pihak. Serta
adanya biaya tambahan dalam perpanjangan masa aktif kartu member,
yakni harus membayar ulang senilai lima puluh ribu rupiah, dan juga
mengandung unsur gharar dan spekulatif karena hanya menguntungkan
bagi pengguna member aktif tetapi dapat merugikan salah satu pihak yang
tidak aktif dalam menggunakan member card tersebut yang telah
mengeluarkan biaya untuk pembuatan member dan melakukan
perpanjangan aktif. Oleh karena itu gharar dan spekulasi sangat tidak
disukai oleh Allah SWT. Tetapi kartu anggota atau member card yang
diterbitkan oleh pelaku usaha diperbolehkan, jika pembayaran atau biaya
administrasi tersebut jelas penggunaannya dan harus adanya komunikasi
yang transparan dari pihak pertama maupun pihak kedua dan selama

penggunaan kartu tersebut tidak merugikan kedua belah pihak.
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B. SARAN

Agar penggunaan member card dapat berjalan dan agar perusahaan
atau pihak pelaku usaha semakin lancar tetapi tidak meninggalkan rukun
dan tata cara serta syarat jual beli dan syarat perikatan menurut hukum
Islam yang menyebabkan akad maupun perikatan tersebut batal demi
hukum. Dan penghapusan pemberlakuan member card sebelum jatuh
tempo tidak terulang kembali, apalagi ini termasuk jual beli online yang
mana kegiatan jual beli tidak dilakukan secara langsung. Oleh karena itu,
agar dapat dinyatakan sesuai dengan Hukum Perlindungan Konsumen
dalam pemenuhan hak konsumen dan pemenuhan kewajiban pelaku usaha
serta sesuai dengan hukum Islam, maka berikut saran dari peneliti dalam
permasalahan ini :

1. Sebaiknya segera meluncurkan aplikasi khusus pencatatan
daftar pembelian gamis para member, sehingga memperkecil
kemungkinan adanya penghapusan pemberlakuan member
sebelum jatuh tempo.Sebaiknya memberikan reward atau
penghargaan terhadap konsumen pengguna member card, misal
untuk jenis member yang aktif selama setahun ini, dan
konsumen non-member yang aktif dalam memberikan
komentar positif dan membangun mengenai produk-produk

yang telah di keluarkan oleh pelaku usaha.
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2. Apabila dilihat dari Hukum Islam Pemberlakuan member card
sebaiknya diberlakukan untuk selamanya tanpa perpanjangan
dan dengan tidak memberikan beban biaya tambahan kepada
pengguna member card tersebut. Karena hal itu termasuk
gharar karena adanya biaya tambahan. Apabila pihak pelaku
usaha mengharuskan adanya biaya adminitrasi lagi selagi masa
aktif member sudah habis tetapi member masih ingin bekerja
sama dengan pelaku usaha, sebaiknya biaya administrasi
dilakukan pada saat awal pembuatan kartu saja yang dianggap
sebagai pembebanan pada kartu untuk mendapatkan potongan

harga.
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Lampiran 1

~ Uinna

hijab
GO/O’/"’f 6(/ /’fﬂ«f/@/’( a/edr-

SYARAT DAN KETENTUAN MEMBER

3. Syarat menjadi Reseller atau member untuk mendapatkan member card

soft file Ninna Hijab

Syarat menjadi member atau reseller Ninna Hijab yaitu

c) Mengisi formulir pendaftaran di link atau alamat internet yang telah
dibuat oleh pihak Ninna Hijab

d) Membayar biaya administrasi untuk pendaftaran sebesar Rp. 50.000
(Lima Puluh Ribu Rupiah)

Ketentuan menjadi Reseller atau Member Ninna Hijab :

d) Masa berlaku member adalah 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal
ketika transfer biaya pendaftaran.

e) Member harus memenuhi target pembelian produk Ninna Hijab yaitu
minimal 50 (lima puluh) gamis dalam waktu 6 (enam) bulan. Apabila
target sudah terpenuhi, maka masa aktif member akan diperpanjang 6
(enam) bulan. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi target, maka
member akan di non-aktifkan (tidak berlaku).

f) Dan untuk mendapatkan fasilitas member lagi, silahkan bisa
mendaftar kembali.

4. Fasilitas yang diberikan oleh Ninna Hijab bagi member:

f) Potongan Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) di setiap gamis dan untuk
semua jenis gamis;

g) Katalog warna produk berlabel Ninna Hijab;

h) Promo-promo menarik khusus member;



1) Member card virtual (soft file) dengan format JPG, dengan adanya
kartu member tersebut maka pihak Ninna Hijab dapat membedakan
antara member dan non-member. Dalam melakukan akad perjanjian
yang dilakukan oleh pihak Ninna Hijab dan calon member;

J) Info atau tips seputar cara jual beli yang efektif.



Lampiran 2

File Edit View Higtory Bookmarks Tools Help

B Formulir Member Ninna Hi... x
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Mohon diisi dengan lengkap

Nama lengkap

Jawaban Anda

No WA

Jawaban Anda

Alamat domisili

Jawaban Anda

E-mail aktif

Jawaban Anda
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Gambar 1 : Formulir Member Ninna Hijab

Lampiran 3
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Gambar 2 : Bentuk Kartu Member (soft file)
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UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1999

Menimbang

TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan
suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan
spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa pembangunan perekonomian
nasional opada era

globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha
sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang
memilikikandunganteknologiyang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan
kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari
perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari
proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan
kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan
keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;

bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen

perlu meningkatkan kesadaran,
pengetahuan, kepedulian,
kemampuan  dan kemandirian
konsumen untuk melindungi

dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang
bertanggung jawab;

bahwa ketentuan hukum yang melindungikepentingan
konsumen di Indonesia belum memadai






Mengingat

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

f.  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan
perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan
keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku
usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

g. bahwa untuk itu perlu dibentukundang-undang
tentang

perlindungan konsumen.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan - UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

3.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
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10.

11.

12.

13.

a. PERLINDUNGAN KONSUMEN

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi
yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi
suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen
terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di
dalam wilayah Republik Indonesia.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah
lembaga non- pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah
yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat
yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak
oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk
untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
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Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

a.

meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri;

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen

sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

a.

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
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hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;

hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

a.

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

a.

b.

hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang

beritikad tidak baik;
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hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

a.
b.

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV
PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan

barang dan/atau jasa yang:
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a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana

dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan,
gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan
dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

f.  tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,
iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu
penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana
pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama
barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan
lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

j.  tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan

tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan

yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa

memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2)

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib

menariknya dari peredaran.
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Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan
suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

(@)

(©)

a.

S@a ~ o

—

k.

barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga,
harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu,
karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki
sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu,
ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;

barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang
mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;

barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak
mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;

menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
untuk diperdagangkan.
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan

penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.
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Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau
membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau

lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;

a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi
standar mutu tertentu;

b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak
mengandung cacat tersembunyi;

c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan
maksud untuk menjual barang lain;

d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang
cukup dengan maksud menjual barang yang lain;

e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah
cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;

f.  menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang

dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku



Halaman 9




UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan

waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan
suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa
barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak

memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat
tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan

dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang
melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan

gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16
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Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

a.

1)

()

(1)

a.

tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian
sesuai dengan yang dijanjikan;
tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga

barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai
barang dan/atau jasa;
tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;

e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang
berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai periklanan.

Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang

telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula
baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
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b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali barang yang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang
yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f.  memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh
pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha
untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang

pengungkapannya sulit dimengerti.

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada

dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan

dengan undang- undang ini.
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BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian
uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara
nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)
hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan

tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan

segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21
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(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang
diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau
perwakilan produsen luar negeri.

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan

jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21
merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup
kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi
ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen

atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain
bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan
perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui
adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku
usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
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(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung
jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha
lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen

dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya
berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib
memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau

fasilitas perbaikan;
b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan

dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab
atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:
a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak

dimaksudkan untuk diedarkan;



Halaman 15




® oo oT

UUPERLINDUNGAN KONSUMEN

cacat barang timbul pada kemudian hari;

cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli

atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti
rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23
merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.

@

(@)

3)

(4)

a.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 29

Pemerintah  bertanggungjawab  atas pembinaan  penyelenggaraan
perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan
pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan
konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi
atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara

pelaku usaha dan konsumen;
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berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengawasan

@)

3)

4)

®)

(6)

@)

Pasal 30

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan
ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah,
masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil
tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada
masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIli
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama
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Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk
Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara

Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan
saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan
perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka
penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;

b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;

c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang
menyangkut keselamatan konsumen;

d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat;

e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan

konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
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f.  menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat,
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan
organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiriatas seorang ketua
merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta
sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25
(duapuluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.

(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republikindonesia.

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan
Konsumen Nasional selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali

untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:
a. pemerintah;
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pelaku usaha;

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
akademis; dan

tenaga ahli.

®oo0o

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:
warga negara Republik Indonesia;

berbadan sehat;

berkelakuan baik;

tidak pernah dihukum karena kejahatan;

memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan

-0 00 T

berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:
meninggaldunia;

mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;

sakit secara terus menerus;

berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau

diberhentikan.

-0 o0 o

Pasal 39

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen,
Nasional dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
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Pasal 40

(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk
perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat | untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih
lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan

tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional
dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber

lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan

Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat yang memenuhi syarat.
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Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan

untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas
hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan
perlindungan konsumen;

d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk
menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat

terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 45

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku
usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau

diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
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Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan
melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil

oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama,;

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenubhi
syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran
dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi
tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa
yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi
yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan

konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, huruf c,atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau

korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
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Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau
mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau
tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang

peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah
Tingkat Il untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa
konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

warga negara Republik Indonesia;

berbadan sehat;

berkelakuan baik;

tidak pernah dihukum karena kejahatan;

memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;

"o o0 T

berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
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(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur
pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah
sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian

sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota;
C. anggota.
Pasal 51

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya
dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala
sekretariat dan anggota sekretariat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat

badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,
dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
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melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran
ketentuan dalam Undang-undang ini;
menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen
tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen;
memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli,
atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak
bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti
lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian

sengketa konsumen Daerah Tingkat Il diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan

penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.
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(2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan
sedikit- sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.

(3) Putusan majelis final dan mengikat.

(4) Ketantuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur

dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling

lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan
badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14
(empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan
badan penyelesaian sengketa konsumen.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak
dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen
menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan
penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57
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Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan
eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.
Pasal 58

(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling
lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XiIlI
PENYIDIKAN

Pasal 59

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya

dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm yang
diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan

dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
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d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti

serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

f.  meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya
kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XillI
SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 60

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan
sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp
200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
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Sanksi Pidana

Pasal 61
Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e,
ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal
12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f

dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat,

cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat
dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

a. perampasan barang tertentu;

b. pengumuman keputusan hakim;

C. pembayaran ganti rugi;

d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian konsumen;

kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

pencabutan izin usaha.

0]



Halaman 30




UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan
melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini
diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus
dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65
Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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